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 ISU ATAU PERMASALAHAN 
Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran. Meski mudik dilarang, silaturahmi dengan 
sanak saudara masih bisa berlangsung secara daring. Sekarang sudah banyak aplikasi video call 
yang bisa memungkinkan masyarakat untuk silaturahmi virtual. Aplikasi yang bisa digunakan 
masyarakat diantaranya WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Skype, atau Google Meet, 
yang tidak hanya dapat menggunakan masyarakat melalui audio tapi juga audio visual. 
Permasalahannya, penggunaan aplikasi oleh banyak orang pada saat bersamaan, masih 
menghadapi kendala kecepatan jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat. Perlu 
dicadangkan pita lebar frekuensi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai 
kebutuhannya.   
 
Pemerintah berdasarkan UU Cipta Kerja telah menetapkan batas akhir penggunaan frekuensi 
analog (analog switch off) akhir tahun 2022, untuk kemudian beralih menjadi penyiaran digital. 
Oleh karena itu perlu diatur digitalisasi penyiaran yang diharapkan dapat menghemat 
penggunaan spektrum frekuensi radio. Penggunaan frekuensi penyiaran dengan teknologi 
digital, menyisakan sisa spektrum frekuensi radio (digital deviden). Karena spektrum frekuensi 
radio merupakan sumber daya terbatas, maka digital deviden wajib dikuasai oleh negara dan 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan penyiaran dan kebutuhan masyarakat sesuai 
dengan arah kebijakan sistem penyiaran nasional. 
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